
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Setelah tragedi bom di Legian Bali, Pemerintah telah mengambil 

beberapa langkah strategis untuk menghadapi tindak pidana terorisme. 

Langkah tersebut untuk memperkuat perangkat hukum dan organisasi yang 

dapat dijadikan landasan bagi upaya penindakannya. Satu minggu setelah 

terjadinya tragedi Bom di Legian Bali, Pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undag (Perppu) No. 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo Perppu No. 2 Tahun 2002 

tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 pada peristiwa 

peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Perppu No. 1 Tahun 2002 

dan Perppu No. 2 Tahun 2002 kemudian di sahkan oleh DPR RI menjadi 

Undang-undang No. 15 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 16 Tahun 2003. 

Dalam perkembangannya Undang-undang No. 16 Tahun 2003 dinyatakan 

tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi (LCKI 2007, 3). 

Alasan utama dikeluarkannya kedua Perppu ini adalah karena 

dianggap belum ada payung hukum untuk mengungkap kasus bom Bali.. 

Kedua Perpu ini pada Februari 2003 sedang dalam pembahasan DPR beserta 

RUU Terorisme dan patut mendapatkan perhatian semua pihak karena 

sangat berpeluang menjadi ruang baru bagi kembalinya kekuasaan 

otoritarian yang memberangus kebebasan masyarakat. Kekuasaan yang 

berlebih untuk pemberantasan terorisme berjumpa dengan kepentingan 

politik kekuasaan militer harus diwaspadai sebagai moment konsolidasi 

militerisme (Hardiman 2005, 58). 

Terorisme merupakan fenomena yang sangat kompleks. Sebagai 

fenomena politik kekerasan, kaitan antara terorisme dan aksi-aksi teror tidak 

dapat dapat dirumuskan dengan mudah. Tindak kekerasan itu dapat 

dilakukan oleh individu, kelompok ataupun negara. Motivasi pelaku dapat 

bersumber pada alasan-alasan tertentu. Para fuqaha mendefinisikan al-



 

 

muharib (pelaku hirabah) dengan (Fatwa MUI No. 3/2004 tentang 

Terorisme): 

 مَنْ حَََلَ عَلى النَّا سِ السِّلاَ حَ وَ أَ خَا فَ هُمْ 
Artinya: 
“Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti 
atau menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat. 

 

Sasaran atau korban bukan merupakan sasaran sesungguhnya, tetapi 

hanya sebagai bagian dari taktik intimidasi, koersi, ataupun propaganda 

untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Kesamaan tindakan terorisme 

terletak pada penggunaan kekerasan secara sistematik untuk menimbulkan 

ketakutan yang meluas (Hardiman 2005, 50). Meneror atau menakut-nakuti 

orang lain itu termasuk dosa.  Rasulullah s.aw bersabda,  

سليمان الأنباري، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن عبد الله بن يسار، حدثنا محمد بن 
أنهم كانوا يسيرون  -صلى الله عليه وسلم-حدثنا محمد :عن عبد الرحَن بن أبي ليلى قال

فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه  -صلى الله عليه وسلم-مع النبي 
 "لا يحلُّ لمسلمٍ أن يُ رَوِّعَ مسلما  " :-صلى الله عليه وسلم-فقال النبي  ففزع

Artinya:  

menceritakan kepada kami, muhammad bin sulaiman bin al ambari sana bin 
amir. Dari A’mays. Dari Abdullah bin Yassar. Dari Abdurrahman bin Abi Laili, 
berkata: Menceritakan kepada kami, Muhammad SAW. Bahwa mereka 
berjalan dengan Nabi SAQ, maka seorang laki-laki di antara mereka tidur. 
Maka sebagian mereka berjalan ke bukit denganya dan mengejutkannya. 
Maka Nabi berkata: “Tidak halal bagi seorang Muslim menakuti seorang 
Muslim”.  
 

Term al-irhab dalam berbagai derivasinya yang dapat diidentikkan 

dengan makna terorisme dapat ditemukan dalam berbagai al-Qur`an antara 

lain Qs. Al-Anfal (8):60, Qs. al- Araf (7):116, dan Qs. al- Hasyr (59):13. Pada 

ayat pertama, kata   Ϟк ϼ terambil dari kata  д нϡк ϽϦ yang berarti takut atau 

gentar. Kata ini tidak berarti melakukan teror meskipun terorisme dalam 

bahasa Arab terdapat dalam kata yang seakar dengan lafal tersebut, yakni 

ȰÉÒÈÁÂȱ(terorisme). Akan tetapi al irhab berarti orang yang menempuh jalan 



 

 

teror dan kekerasan. Adapun al-hukm al irhabi berarti bentuk pemerintahan 

yang memerintah rakyat dengan sewenang-wenang, kekerasan untuk 

mengatasi perselisihan yang terjadi dalam masyarakat dan juga bertujuan 

memberantas gerakan-gerakan separatis (Salenda 2009, 84). 

Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhii 

unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Mengenai perbuatan apa saja yang 

dikategorikan ke dalam tindak pidana terorisme, yang diatur dalam 

ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme) pasal 6 sampai pasal 19, 

bahwa setiap orang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme 

(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). 

Dalam ketentuan di atas pada pasal 13  berisi bahwa  setiap orang yang 

dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku 

tindak pidana terorisme, dengan: 

a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta 

kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; 

b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau 

c. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun. 

Pemberantasan tindak pidana terorisme tentu saja tidak cukup 

dengan menggunakan tindakan represif saja, namun juga ada upaya preventif 

didalamnya. Hal ini akan mencegah atau memutus jaringan-jaringan 

terorisme. Salah satu diantaranya adalah dengan memutus/menghentikan 

pendanaan tindak pidana terorisme (Pradityo 2016, 18). 

Pada tahun 2013 DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan 

Terorisme. Dengan pertimbangan terorisme merupakan kejahatan luar biasa 

dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak yang paling 



 

 

dasar, yaitu hak hidup. Dan karena pendanaan merupakan unsur utama 

dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penaggulangan tindak pidana 

terorisme diyakini tidak akan berhasil seperti yang diharapkan tanpa 

pemberantasan pendanaannya (Pradityo 2016, 20). 

Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam  Pasal  1  Ayat  1  

menjelaskan  bahwa pendanaan  terorisme  adalah  segala  perbuatan  dalam  

rangka  menyediakan, mengumpulkan,  memberikan,  atau  meminjamkan  

dana,  baik  langsung  maupun tidak  langsung, dengan  maksud  untuk  

digunakan  dan/atau  yang  diketahui  akan digunakan untuk melakukan 

kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 9  Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme). 

Pasal 4 

Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan atau 
meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud 
digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana 
terorisme, organisasi terorisme atau terorisme dipidana karena melakukan 
tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
 

Pasal 5 

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau 
pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana 
karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang 
sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. 
 

Pasal 6 

Setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan atau 
menggerakkan orang lain untuk malakukan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana 
pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. 

 
  



 

 

Pasal 7 

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pidana denda diganti dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. 

 
Pasal 8 

(1) Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh Korporasi, pidana 
dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi. 

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana pendanaan 
terorisme: 
a. dilakukan atau diperintah oleh Personel Pengendali Korporasi; 
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; 
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi 

perintah dalam Korporasi; atau 
d. dilakukan oleh Personel Pengendalian Korporasi dengan maksud 

memberikan manfaat bagi Korporasi. 
(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi, panggilan 

untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada 
pengurus dan/atau Personel Pengendali Korporasi di tempat tinggal 
pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 

(4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda 
paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

(5) Selain pidana denda sebagaimana  dimaksud pada ayat (4), terhadap 
Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 
a. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi; 
b. Pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang; 
c. Pembubaran Korporasi; 
d. Perampasan asset Korporasi untuk negara; 
e. Pengambilalihan Korporasi oleh negara; dan/atau 
f. Pengumuman putusan pengadilan. 

(6) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), pidana denda diganti dengan perampasan harta 
kekayaan milik Korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana 
pendanaan terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda 
yang dijatuhkan. 

(7) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, pidana kurungan 
pengganti denda dijatuhkan terhadap Personel Pengendali Korporasi 
dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. 

 
Maka dalam hal ini Allah Swt melarang kita saling membantu dalam 

hal keburukan, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa (4): 85 
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Artinya: 
Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan 
memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi 
syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

 
Siapa memberikan syafaat kepada manusia (yakni syafaat yang baik) 

yang sesuai dengan syarat niscaya akan memperoleh bagian pahala. (Dan 

siapa memberikan syafaat yang jelek) yakni yang bertentangan dengan 

syariat ( maka ia akan memikul beban) dosanya disebabkan perbuatannya 

itu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu sehingga setiap orang akan 

mendapat balasan yang setimpal daripada-Nya. 

Berdasarkan persoalan di atas, Perlu diketahui bagaimana Perspektif  

Hukum Pidana Islam terhadap, pendanaan terorisme dalam undang-undang 

nomor 9 tahun 2013 pasal 4-8 tentang pencegahan dan pemberantasan  

tindak pidana pendanaan terorisme, maka penulis tertarik dan ingin 

mengkaji permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: 

Pendanaan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 

Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan 

Terorisme Pasal 4-8 Perspektif Hukum Pidana Islam. 

 

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka 

yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimana Pendanaan Terorisme 

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 4-8 Tentang Pencegahan 

Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme  Perspektif Hukum 

Pidana Islam. 



 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Dalam penulisan ini penulis membatasi pendanaan terorisme dalam 

UU No. 9 tahun 2003 pasal 4 sampai pasal 8 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 

 
1.3 Pertanyaan Penelitian 

1.3.1 Bagaimana  tindak pidana pendanaan   terorisme dalam Undang-

Undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pendanaan terorisme menurut hukum pidana Islam? 

13.2 Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme 

Undang-undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme menurut  hukum 

pidana Islam? 

 
1.4 Signifikasi Penelitian 

Adapun signifikasi penelitan ini adalah penelitian ini sangat penting 

untuk dilakukan, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan dari 

pendanaan terorisme, menimbukan rasa takut yang luas dimasyarakat dan 

kerusakan lainnya. 

 
1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dapat dikategorikan 

menjadi 2 kelompok, yaitu: 

1.5.1. Tujuan Objektif 

a) Untuk mengetahui tindak pidana pendanaan terorisme dalam Undang-

undang nomor 9 tahun 2013 dalam hukum pidana Islam. 

b) Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana pendanaan 

terorisme Undang-undang tindak pidana pendanaan terorisme nomor 

9 tahun 2013 dalam hukum pidana Islam. 

 

 



 

 

1.5.2. Tujuan Subjektif 

Untuk memenuhi persyaratan dan tugas dalam rangka menyelesaikan 

studi di Fakultas Syari’ah, khususnya pada bagian hukum pidana Islam, agar 

memperoleh derajat kesarjanaan Program Studi Jinayah Siyasah. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Salah satu hal yang penting didalam kegiatan penelitian ini adalah 

mengenai manfaat dari penelitian tersebut, baik manfaat akademis maupun 

manfaat praktisnya. Jadi manfaat dari penelitian ini, yaitu 

1.6.1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan 

sumbangsih nyata dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang 

berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Penulis 

Penelitian yang dilakukan memiliki manfaat bagi penulis sendiri, 

yaitu menambah wawasan pengetahuan untuk penulis terkait 

pendanaan terorisme dalam undang-undang nomor 9 tahun 2013 pasal 

4-8 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan 

terorisme  perspektif hukum pidana islam. 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Sebagai sumbangan pemikiran dan sekaligus pengembangan 

khazanah keilmuan dibidang  fiqh jinayah dalam konteks pidana Islam. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi ilmu 

hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian  ini  diharapkan  memberikan  manfaat  bagi  

masyarakat untuk  dapat  lebih  mengetahui sanksi terhadap pelaku 

tindak pidana pendanaan terorisme dalam pidana Islam dan tujuan 

dibuat Undang-undang No. 9 tahun 2013 ini. 



 

 

1.7 Studi Literatur 

Dalam penulisan skripsi ini, dilakukan studi kepustakaan dengan 

menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis orang lain. Sepanjang pengamatan 

penulis ada skripsi yang berkaitan dengan masalah dibahas oleh penulis, 

diantaranya : 

a. Penelitian Saudara Nel Yusman Bp.305 086 dengan judul penelitian 

“Sanksi Tindak Pidana Cyber Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam”.  

Kesimpulan yang dibuat oleh Nel Yusman adalah Tindak Pidana 

Cyber Terorisme ini termasuk Jarimah Pemberontakan. Karena pelaku 

Cyber Terorisme melakukan pembangkangan terhadap Kepala Negara 

dengan menggunakan keahlian didunia maya serta adanya niat untuk 

melawan hukum. Dalam Hukum Pidana Islam akan diganjar dengan 

Hukuman Hudud karena Cyber Terorisme telah merusak kelima pilar yang 

harus dipelihara sesuai dengan tujuan Islam, yakni Al-Maqasid Asy 

3ÙÁÒÉȭÁÈȢ Cyber Terorisme sudah tepat sesuai dengan konsep jarimah 

hudud pada hukum Islam yang mengenal hukuman penjara (al-habsu) dan 

juga hukuman denda. Perbedaan antara penelitian saudara Nel Yusman 

diatas dengan penelitian yang akan  penulis lakukan adalah jika penelitian 

yang telah dibahas sebelumnya menyoroti kejahatan didunia maya (Cyber 

Terorisme) sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah 

Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 

b. Penelitian saudara Rio Saputra Hendri Bp. 308 001 dengan judul 

penelitian “Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2003 Perspektif Hukum Pidana Islam”.  

Kesimpulan yang dibuat oleh Rio Saputra Hendri adalah dilihat dari 

defenisi dan unsur-unsur Terorisme serta pengertian jarimah dan bentuk-

bentuk jarimah, maka Tindak Pidana Terorisme termasuk kepada Jarimah 

Hirabah, karena pelaku Tindak Pidana Terorisme melakukan kekacauan, 

penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak 

tanaman, merusak citra agama, akhlak, ketertiban dan Undang-undang, 



 

 

sehingga menimbulkan rasa takut dikalangan masyarakat. Sanksi yang 

diberikan terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Pidana 

Islam tergantung kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku 

sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya. 

Perbedaan antara penelitian saudara Rio Saputra Hendri diatas 

dengan penelitian yang akan  penulis lakukan adalah jika penelitian yang 

telah dibahas sebelumnya membahas  Tindak Pidana Terorisme 

sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah Tindak 

Pidana Pendanaan Terorisme. Jadi pada Skripsi saudara Rio Saputra 

Hendri ini belum ada membahas tentang pendanaan. 

 
1.8  Kerangka Teori 

Dalam pembahasan selanjutnya, diperlukan kerangka teori untuk 

membantu menganalisis permasalahan yang akan di jawab. Dalam fikih 

(hukum Islam) kejahatan terorisme tidak disebutkan secara eksplisit di 

dalam bab-bab fiqih, akan tetapi biasa diidentikkan sama dengan qati at-tariq 

yaitu pencuri, pembegal atau perampok. Perampok atau pembegal sering di 

istilahkan sariqah kubro (pencuri besar) dan dalam hukum pidana Islam di 

istilahkan dengan jarimah hirabah  (Hakim 2000, 61). 

Istilah terror dan terorisme merupakan dua istilah yang berbeda, 

tetapi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang bermakna terror dan 

terere yang artinya ketakutan yang mendalam. Namun jika dilihat dari 

metode kekerasan kedua istilah tersebut dibedakan pengertiannya. Aksi 

terror merupakan aktivitas bercorak spontan dan tidak terorganisir rapi dan 

cenderung bersifat perorangan. Sebaliknya terorisme bersifat sistematis, 

teroganisir rapi dilakukan oleh sebuah organisasi atau kelompok sebagai 

pelaku dari aktivitas terror tersebut. Tidak semua aktivitas terror dapat 

disebut sebagai terorisme (Asmadi 2016, 58). 

Secara lughawi (bahasa), al ɀDzari`ah berarti: 

 الو سيلة التي يتو صل بها إلى الشئ سو اء كا ن حسيا أو معنو يا



 

 

Artinya 
Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma`nawi, baik atau 
buruk. 

 
Artinya lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa 

memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang 

diangkat oleh Ibnu qayyim ke dalam rumusan definisi tentang dzari`ah, yaitu: 

سيلةة و طر يقا إلى الشسئم كان و   
Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. 

 
Menurut Ibn Rusyd (520-595 H./1126-1198 M), al-dzariah adalah 

sesuatu yang pada lahirnya boleh, tetapi ia menjadi penghubung kepada 

perbuatan yang dilarang, seperti jual beli yang membawa kepada riba. Al- 

Qarafi (626-684 H./ 1228-1285 M.), salah seorang ulama malikiyah, 

mengatakan bahwa al-dzari`ah adalah wasilah (pengantara) untuk mencapai 

tujuan tertentu, sebagaimana wasilah kepada yang haram adalah haram dan 

wasilah kepada yang wajib adalah, seperti setiap upaya untuk melaksanakan 

shalat jum`at dan mengerjakan ibadah haji (Syarifuddin 2011, 424). 

 
1.9 Metode Penelitian 

1.9.1 Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif  

(doctrinal). Sesuai dengan yang dikemukakan Soerjono Soekanto, salah satu 

jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif  yaitu penelitian 

hukum sebagai norma. 

1.9.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini di dasarkan pada riset 

pustaka (library research) yakni proses pengidentifikasian secara sistematis 

penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat 

informasi berkaitan dengan masalah penelitian. 

 

 



 

 

1.9.3 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder 

merupakan buku-buku yang membahas tentang terorisme, pendanaan 

terorisme, hukum pidana Islam dan sebagainya. 

 

1.9.4 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut 

dianalisis untuk mendapatkan konklusi, penulis menggunakan metode 

Analisis Deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu 

data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.  Pendapat analisis 

data deskriptif tersebut adalah data yang kumpulkan berupa kata-kata dan 

gambar bukan dalam bentuk angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya 

penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan 

kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan 

demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk 

memberi gambaran penyajian laporan tersebut. 

 


